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TENTANG:
IZIN PENDIRIAN SEKOLA}I DASAR NEGEII.I OO2 BTTNYU DI LINGKT]NGAN DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS PEI{DIDI,KAN KABUPATEN EULUNGAN

Menimbang '. a. Bahwa dalarn rangka pemerataan pembelajaian dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan untuk rnensukseskan gerakan nasional wajib
belajar, ntaka diberikan izirf pendirian sekolatr di lingkungan Dinas
Pendidikan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;

b. Bahwa Sekolah tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri 002 Bunyu; ..

c. Bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang
izin pendirian Sekolah Dasar Negeri 002 Bunyu di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Mengingat 1. tJndang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-
Undang Darurat Nonror 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan Timur (Lernbaran Negara Tahun 1953 lr,iomor
9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72)

Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lemtraran Negara l{epublik Indonesia Nonror a031);

Undang-t-lndang Nornor 3? Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan.Kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2A04 ftntang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor aB $;

Undang-Undang Nomorl4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a586);

Peraturan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia TahLrn 1990 Nomor 36, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 3412) Sebagairnana telah diubah dengan peraturan
Penrerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Peraturan
Pernerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lenrbaran
Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Nesara Republik lndonesia Nomor 3763):

2.

3.

4.

5



6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Ivlenengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nontor

37, Tarnbahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 3413)

sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun

199& tentang Perubahan atas Peratr:ran Pemerintah Nontor 29 Tahun

1990 Tentang Pencliclikan Mcncngah (Lembaran Negara l?.epui;1itrr

Indonesia Nomor 3"7 54),

7. Peraturan Pemerintah lr{omor 79 J'ahtttr 2005 tentang Ftdonlan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelellggaraan Pemcrintah 1)a*ral:

(Lembaran Negara Rcpublik indoncsia Tahun 200,5 Notnnr 1i:5

Tambahan Lembaran Negara Republik Indr:,resia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 Tentang Pen:bagian

lJrusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pt,nteritttah Daerah Piovinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lenrbaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2AO7 ].tromor 82, llambahan Letltbaran Negara

Republik Indonesia Notnor 4377)',

g. Peraturan Pemerintah Nomor ,1 ,unun 2008 tentang Guru (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 194, tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49a.1);

10. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pettterintah Nonror l9
Tahun 20p5 tentang Standar Nasional Pendidilian;

'l1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasionai Nomor 69 Tahun 2013 tentang

Standar Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Repr"rblik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2014 tcntang Pedonlan Pcndirian, Pcrubahan, dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan l)aerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tairun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang nrenjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Bulungan (Lembaran f)aerah Kabupaten BulunganTahun 2008, Nomor
l);

MEMUTUSKAI\
Menetapkan

KESATU Menetapkan Sekolah Dasar di
Bulungan sebagai berikrrt:
l. l.,vama Sckolah :

2, NSS
3, NPSN
4. Aiamat

5. Tahun llerdiri
6 Kecarnatan
7 Kabupaten
8 Provinsi

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

SEKOLA}{ DASAR NEGE,RI OA2

BUNYU
10 1.I 6.04.12.002
304A2412

: Jl. Bakti Husada Rt IV Pangkalan

Bunyu Barat
'. 1979
: Bunyu
: Bulungart
. Kalimantatr Utara



KEDUA

KETIGA

Sekolah sebagairnana dimaksud pada dikturn pertsrn& dalarn menjalankan
kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar ager senantiasa
berpedornan pada ketentuan Perundang-Undaingan yang berl;rku;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebanl;an
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupatcn Buh.rngan dnu
surnber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini nrulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Tanjung Selor
18 h,{aret 2016

19680726 199702 I C04

Tembusgq: Disanpaikan Krpada Yth.
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan N{enengah Kemdikbud di Jakrrta.

2. Kepala Biro Organisasi Setjen Kerndikbud di Jaliarta.

3. Direktur PLP Ditjen Kemdikbud di laltarta.
4. Gubernur Kalimantan Ulara di Tanjung Sclor
5. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor

6. Kepala Bappeda Kabupaten Bulu:rgan di Tanjung Selor
7. Inspeklur hspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Sclor
8. Kepaia BPKAD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor

10. Kepala Dinas Pendidikan Kalimanftur Ulara di Tanjung Selor
11. CarnatBunyu


